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PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK DAN PENERBITAN
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerin-

Mengingat :

1.

tah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi
Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka Penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem
Informasi Manajemen Kependudukan perlu

disesuaikan ;

bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu diatur dengan
Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahup
1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3019) ;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidanga
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685) ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8§
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukun
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3258) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997
tentang Retribusi Daeral (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Nouor 3692) ;

Pciaturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998
tencang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerinta-
han di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun
1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3742) ;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17,

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999
tentang Tehnik Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
dan Rancangan Keputusan Presiden ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor IA Tahun
1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi ;

Keputusan Ménteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03
Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117
Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan
Sipil ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119
Tahun 1997 tentang Ruang Lingkup dan Jenis—
Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah

Tingkat II ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemu-

ReprAuSehT MUSicPae T an Negeri Nomor 175
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemerik-
saan dibidang Retribusi Daerah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
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yg. Peraturan paerah Kabupaten Hujy
selatan NomoI .18 .Tahun 1999 tSun
pembentukan Organisasi dan Tata Ker-e“t

pendaftaran penduduk Kabupaten Hu] ﬁ]as

selatan.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUS KAN

Menctapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SFy4
TAN TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
DAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK DAN Ak

CATATAN SIPIL.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang di

4. Daerah adalah Kabupaten Hulu sungai Selatan ;

b. Pemerintah paerah adalah Pemerin
Selatan ;

c. Kepala Daerah adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;

d. Pejabat adalah pegawal yang diberi tugas tertentu di
bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku ;

e. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia
maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di
dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

f Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP
adalah kartu sebagai tanda bukti (legimitasi) bagi setiap
I};‘;Tilg\glduk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara
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g. Akta Catatan sip

h.

. Surat Ketetapan Retri

il adalap Akta Kelahjran Akt '
. a Per
Ak;a Perceralan, Akta Kematian, Akta Peﬁgakuan dazfﬁggzgi
;annd??:rl;itﬁka;a fenggpgkatan Anak, Akta Perubahap Nama
Oleh Dinas Pendaft
aits Suent Soinioet aran Penduduk Kabupaten

Retribusi Jasa Umum ;dalah retribusi 1 ;
; . US1 atas jasa yang dise—
diakan atay diberikan oleh Pemeri rirle .

_ ntah Daerah untuk tujuan
kepentingan dap Femanfaatan Umum serta dapat dinikmati

: : . _dan penerbitan KTp yang khusus
dlsedlz_ikan dan_atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan pribadi atau badap

tungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.

busi Daerah yang selanjutnya dising-
kal SKRD adaiah Surat Keputusan yang menentukan besarnya
jumlah Retribusi yang terutang ;

. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,

mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi
berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;

. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

5
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BAB 11
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak dg p '
Kartu Tanda Penduduk.dan.Akta Cacatan §jpj] g?nbum]
Retribusi atas penggantian biaya cetak dan penerbita, Kl%ngm

P
Akta Cacatan Sipil. day
Pasal 3

Obyek Retribusi meliputi pencetakan dan penerbitap
. KTP ;

Akta Kelahiran ;

Akta Perkawinan ;

Akta Perceraian ;

Akta Kematian ;

Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak ;

Akta Pengangkatan Anak ;

Akta Perubahan Nama.

SR Roow

Pasal 4
Subjek retribusi adalah orang pribadi yang memper '
atas penerbitan KTP dan Akta Catatan Sipil. peroleh jasa
BAB 111
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Penerbitan Kartu Tanda

Penduduk dan Akta Cacatan Sipil di i ibusi
Jasa Umun. p 1golongkan sebagai Retribusi
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BAB 1V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan

cetak KTP dan Akta Cacatan Sipil
pengawasan.

jumlah biaya
» penerbitan, pembinaan dan

BAB V
PRINSIP PENETAPAN » STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan Sasaran dalam penetg
adalah untuk mengganti biaya cetak
Akta Cacatan Sipil.

(2) Biaya cetak sebagaimana dimaksud
biaya cetak per satu
dibayarkan oleh Pemer

pan tarif retribusi
dan penerbitan KTP dan

pada ayat (1) adalah
an KTP dan Akta Cacatan Sipil yang
intah Daerah kepada percetakan.

Pasal 8

(1) Struktur tarif di
yang diberikan.

(2) Biaya penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah biaya jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerin-
tah Daerah kepada setiap Subyek Retribusi.

(3) Besarnya tarif adalah sebagai berikut

golongkan berdasarkan jenis pelayanan

A.KTP
1. Warga Negara Indonesia ( WNI ) Rp 5.000,-
2. Warga Negara Asing ((WNA ) Rp  15.000,-

B. Akta Catatan Sipil :

1. Akta Kelahiran
a. Akta Kelahiran Umum
1) Anak Pertama dan Kedua
- Warga Negara Indonesia (WNI) Rp 4.000,-
- Warga Negara Asing (WNA) Rp 15.000,-

7
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2) Anak Ketiga dan seterusnya

- Warga Nega \
b Aktawke?ahiran Terlambat / Istimewa
' 1) Anak Pertama dan Kedua
- Warga Negara

- Warga Negara Asing
eterusnya

k Ketiga dan s
2) And donesia (WNI) Rp 10,
(WNA) Rp 32.

- Warga Negara In-
- Warga Negara Asing

c. Akta Kelahiran Dispensasi

1) Anak Pertama dan Kedua'
) - Warga Negara Indonesia (WNI) Rp 9

- Warga Negara Asing
2) Anak Ketiga dan seterusnya
- Warga Negara Indonesia (WNI) Rp 13.

_ Warga Negara Asing  (WNA) Rp 35.

. Kutipan Akta Kelahiran Kedua dan seterusnya :
a. Warga Negara Indonesia (WNI) Rp 10.
b. Warga Negara Asing (WNA) Rp 30.

. Akta Perkawinan

a. Di dalam Kantor
- Warga Negara Indonesia (WNI) Rp 14.
~ Warga Negara Asing (WNA) Rp 40.
b. Di luar Kantor
- Warga Negara Indonesia (WNI) Rp 29.
- Warga Negara Asing (WNA) Rp 65
. Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka
waktu 1 bulan sejak tanggal pengesahan
perkawinan menurut agama :
a. Di dalam Kantor
- Warga Negara Indonesia (WNI) Rp 24.

- Warga Negara Asing (WNA) Rp 65.

b. Di luar Kantor
- Warga Negara Indonesia (WNI) Rp 54.

- Warga Negara Asing (WNA) Rp 115.

8
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5. Kutipan Akta Perkawinan II dan seterusnya :

a. Warga Negara Indonesia (WNI) Rp  8.000,-

b. Warga Negara Asing (WNA) Rp  30.000,-
6. Akta Perceraian :

a. Warga Negara Indonesia (WNI) Rp 25.000,-

b. Warga Negara Asing (WNA) Rp 50.000,-

7. Pencatatan Perceraian yang melebihi jangka
waktu 1 bulan sejak tanggal Keputusan
Pengadilan Negeri :

a. Warga Negara Indonesia (WNI) Rp 50.000,-

b. Warga Negara Asing (WNA) Rp 100.000,-
8. Kutipan Akta Perceraian II dan seterusnya :

a. Warga Negara Indonesia (WNI) Rp 50.000,-

b. Warga Negara Asing (WNA) Rp 100.000,-
9. Akta Kematian

a. Warga Negara Indonesia (WNI) Rp 2.500,-

b. Warga Negara Asing (WNA) Rp 5.000,-
10. Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya

a. Warga Negara Indonesia (WNI) Rp 5.000,-

b. Warga Negara Asing (WNA) Rp 10.000,-
11. Akta Pengakuan Anak :

a. Warga Negara Indonesia (WNI) Rp 25.000,-

b. Warga Negara Asing (WNA) Rp 50.000,-
12. Kutipan Pengakuan Anak Kedua dan seterusnya

a. Warga Negara Indonesia (WNI) Rp 30.000,-

b. Warga Negara Asing (WNA) Rp 60.000,-
13. Akta Pengesahan Anak :

a. Warga Negara Indonesia (WNI) Rp 25.000,-

b. Warga Negara Asing (WNA) Rp 50.000,-
14. Akta Pengangkatan Anak :

a. Warga Negara Indonesia (WNI) Rp  25.000,-

b. Warga Negara Asing (WNA) Rp 50.000,-
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15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Pencatatan Pengangkatan Anak yang melebihi

' jak Keputusan
jangka waktu sa?u bulan seja
Pengadilan Negeri dan Pengukuhan  Anak

melalui Notaris : .
a. Warga Negara Indonesia (WNT )

b. Warga Negara Asing (WNA)

Kutipan Akta Pengangkatan Anak Kedua :

a. Warga Negara Indonesia (WNI)
b. Warga Negara Asing (WNA)

Pencatatan Perubahan Nama :

Salinan Akta Kelahiran _
a. Warga Negara Indonesia (WNI)
b. Warga Negara Asing (WNA)

Salinan Akta Perkawinan
a. Warga Negara Indonesia (WNI)
b. Warga Negara Asing (WNA)

Salinan Akta Perceraian :
a. Warga Negara Indonesia (WNI)
b. Warga Negara Asing (WNA)

Salinan Akta Kematian
a. Warga Negara Indonesia (WNI)
b. Warga Negara Asing (WNA)

Salinan Akta Pengakuan Anak
a. Warga Negara Indonesia (WNI)
b. Warga Negara Asing (WNA)

Penerbitan Surat Keterangan
a. Warga Negara Indonesia (WNI)
b. Warga Negara Asing (WNA)

Rp
Rp

Rp
Rp

Rp

Rp
Rp

Rp
Rp

50.000,~
100.000, -

50.000, -
100. 000, -
10.000,-

25.000,-
50.000,-

30.000,-
60.000,-

30.000,-
60.000,-

10.000,-
20.000,-

30.000)—
60.000,-

2.500,-
5.000,-

a. Biaya Pelaporan dan Penerbitan Tanda
Bukti Pelaporan WNI mengenai Kelahiran,
Perkawinan, Perceraian dan Kematian yang

terjadi di Luar Negeri

- Warga Negara Indonesia (WNI) Rp

10
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b. Pelaporan tersebut bila melebihi jangka
waktu satu tahun sejak yang bersangkutan
kembali ke Indonesia :

- Warga Negara Indonesia (WNI) Rp  20.000,-

BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN
SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 9

Masa retribusi untuk KTP adalah jangka waktu yang lamanya 5
(lima) tahun.

Pasal 10

gsaat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat
pelayanan cetak dan penerbitan KTP dan Akta Cacatan Sipil
diberikan.

BAB VIII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdAORD.

(2) SPAORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hatus diisi
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh
Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk dan isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian
SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Kepala Daerah.

11
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BAB IX
PENETAPAN RETRIBUST

Pasal 13

(1) Berdasarkan SPAORD sebagaimana dimaksud dalam p,
ayat (1) ditetapkan retribusj terutang dengan pep, Sgl'l
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, ®Tbltkan

(2) Bentuk dan isi serta tata cara Penerbitap
SKRD atau dokumen J]ain yang dj dan

: persam ;
dimaksud pada pasa] (1) ditetapkan oleh Eﬁi:&asg::ﬁ;:mana
BAB ¥
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14
gé; Pemungutan retribusi tidak da

1zuta pat diborongkan
Retribusi dipungut dengan pe a '
b . dipersamakan. nggunakan SKRD atau dokumep

. g tempat pembayaran
retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 16

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan
dan pembebasan retribusi.

12
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(2) Penberian pengurangan dan keringanan ret
mana dimaksud pada ayat (1) g d

mahasiswa.
(3) Tata cara pengurangan, kerj

s A3 nganan dan pe
retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. pembebasan

Pasal 17

(1) Wajib Retribusi yang tidak melak
sehingga merugikan keuangan Daerah diancag pidana

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

sanakan kewajibannya

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 18

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah ;

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keteran-
gan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibi-
dang Retribusi Daerah ; _

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan
yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retrib-
usi Daerah ; .

C.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah;

13
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iksa buku—-bUKu, catatan-catatan dan gltau dOku
d'ndlzmtaf lain yang berkenaan dengan tindak picl;l:g“
tribusi l()iae;ah; o aoat b a
n penggeledahan untuk mendapat bahan by,
e'gz}n?)]s}lc];aan,p pencatatan dan dokumen-dokumen Seﬂ:;
nelakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli _dalam rfmg]m pelaksanakgy
tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retripyg;

Daerah.

g. menyuruh berhenti dan melarang Seseorang meninggalkan

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
ber langsung dan memeriksa identitas orang dan atay
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pz}da huruf e;

h. menotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
Retribusi Daerah; .

i. memanggil orang untuk didengar Kketerangannya dan

diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

. menghentikan penyidikan;

_melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.

w“.

BAB XV
KETENTUAN PLENUTUP

Pasal 19
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan paerall
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun
1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalal

Kgrangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dinyatakal
dicabut dan tidak berlaku lagi.

14
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Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenal pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pencmpatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Salinan sesuai dengan Aslinya Ditetapkan di Kandangan
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, pada tanggal 15 Maret 2000

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
ZAIN[ FAHRI Cap. TTD.

NIP. 19690314 199503 1 002

SAIDUL HUDARIE

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 15 Maret 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN,

o

M. YUNANIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2000
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